PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAI N
TATA LETAK SI RKU T TERPADU

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

Meni mbang :

bahwa untuk nel aksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang- Undang
Nonor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
perl u nenetapkan Peraturan Pemnerintah tentang Tata Cara Pernohonan
Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

Mengi ngat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu (Lenbaran Negara Republik |I|ndonesia Tahun
2000 Nomor 244, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonor 4046) ;

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan :
PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN
DESAI N SI RKU T TERPADU

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Per aturan Penerintah ini yang di naksud dengan :

1. Sirkuit Terpadu adal ah suatu produk dalam bentuk jadi atau
setengah jadi, yang di dal ammya terdapat berbagai el enen dan
sekur ang- kurangnya satu dari elenmen tersebut adalah elenen
aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta
di bentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan sem kondukt ur
yang di maksudkan unt uk nenghasil kan fungsi el ektroni k.

2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan pel etakan

tiga dinensi dan berbagai el enmen, sekurang-kurangnya satu dan

el emen tersebut adalah elenen aktif, serta sebagian atau
semua i nterkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan pel et akan
tiga dinensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan penbuatan

Sirkuit Terpadu.

Pendesai n adal ah seor ang at au beberapa orang yang

menghasi | kan Desain Tata Letak Sirkuit Ter padu.

Per rohonan adal ah perm ntaan pendaftaran Desa Tata Letak

Sirkuit Terpadu yang di aj ukan kepada Di rektorat Jenderal .

Penohon adal ah pi hak yang nengaj uk Per nobhonan.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adal ah eksklusif yang
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(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

di beri kan ol eh negara Republik |ndonesia kepada Pendesain
at as hasi | kr easi nya, unt uk selama waktu tertentu
nmel aksanakan sendiri, atau nenberi kan persetujuannya kepada
pi hak unt uk nel aksanakan hak tersebut.

Kuasa adal ah Konsul tan Hak Kekayaan |Intel ektual sebagai mana
di maksud dal am Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2000 tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Ter padu.

Menteri adal ah Menteri yang nmenbawahkan Departenen yang sal ah
satu |ingkup tugas dan tanggung jawabnya neliputi bidang Hak
Kekayaan Intelektual termasuk Desain Tata Letak Sirkuit
Ter padu.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal hak Kekayaan
I ntel ektual yang berada di bawah Departenen yang dipinpin
ol eh Menteri.

BAB | |
PERMOHONAN PENDAFTARAN

Pasal 2

Per rohonan di aj ukan secara tertulis dalam bahasa |ndonesia
kepada Direktorat Jenderal dengan nengisi fornulir rangkap 3
(tiga) dan nenbayar biaya.

Bentuk dan isi fornulir Pernohonan sebagai mana di maksud pada
ayat (1) ditetapkan ol eh D rektorat Jenderal

Per rohonan sebagai mana di naksud pada ayat (1) harus nenuat:
tanggal , bul an, dan tahun surat Pernohonan;

nama, al amat | engkap, dan kewer ganegaraan Pendesai n;
nama, al amat | engkap, dan kewar ganegaraan Penohon;

nana dan alamat |engkap Kuasa apabila Pernohonan
di aj ukan nel al ui Kuasa; dan

tanggal pertama kali dieksploitasi secara konersia
apabi |l a sudah pernah dieksploitasi sebelum Pernohonan
di aj ukan.
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Pasal 3

Per rohonan sebagai mana dinaksud dalam 2 harus dilanpiri

dengan:

a. salinan ganbar atau foto, dengan nencantunkan nonor
urut ganbar, jum ah halaman, keterangan ganbar, dan
yang nenj el askan Desain Tata Letak Ter padu;

b. surat kuasa khusus, apabila Pernohonan di aj ukan nel al ui
Kuasa;

C. surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit
Ter padu adal ah orisinal mlik Penbhon atau Pendesai n;

d. surat keterangan yang nenjelaskan nengenai tanggal,
bul an, tahun, dan tenpat pertama kali diekspl oitasi
secara koner si al , apabi | a per nah di ekspl oi t asi
Per rohonan di aj ukan; dan

e. bukti penbayaran biaya Pernmohonan.

Dal am hal Per mohonan diajukan oleh bukan Pendesain,

Per rohonan harus disertai pernyataan yang dil engkapi dengan
bukti yang cukup bahwa Penpohon berhak atas Desain Tata Letak



Sirkuit Terpadu yang bersangkut an.
Pasal 4

Per rohonan sebagai nana di maksud dal am Pasal 2 hanya di aj ukan unt uk
1 (satu) Desain Tata Letak Sirkuit Ter padu.

Pasal 5

Dal am hal Pernobhonan di aj ukan secara bersana-sana ol eh | ebih dan
satu Penohon, Pernohonan tersebut ditandatangani ol eh salah satu
Penohon atau Kuasanya dengan nel anpirkan persetujuan tertulis dan
para Penohon.

Pasal 6
(1) Penobhon vyang bertenpat tinggal di luar wlayah negara
Republ i k I ndonesi a harus nengaj ukan Per nohonan nel al ui Kuasa.
(2) Penohon sebagai mana di meksud pada ayat (1) harus nenyatakan
dan mem |ih dom sili hukumdi |ndonesia.
Pasal 7

(1) Tanggal Penerimaan diberikan kepada Penbhon atau Kuasanya,
apabi | a Penohon tel ah menenuhi syarat sebagai berikut:

a. mengi si formulir rangkap 3 (tiga) dengan | engkap;

b. mel anpi rkan sal i nan ganbar dan uraian dan Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu yang dinohonkan pendaftarannya;
dan

C. menbayar bi aya Per nohonan.

(2) Direktorat Jenderal nenberikan bukti peneriman Pernohonan
kepada Penohon atau Kuasanya, apabila Pernohonan nenenuh
per syar at an sebagai mana di naksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Direktorat Jenderal nel akukan peneri ksaan administratif
t erhadap Per nobhonan sebagai mana di maksud dal am Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan dan kel engkapan
Per rohonan sebagai mana di naksud pada ayat (1), Direktorat
Jenderal nenberitahukan secara tertulis kepada Penpbhon atau
Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi paling lam 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengirimn surat
penberitahuan penmenuhan kekurangan tersebut.

(3) Jangka waktu sebagaimana dinaksud pada ayat (2) dapat
di per panj ang untuk paling lama 1 (satu) bul an atas perni ntaan
Penohon at au Kuasanya.

Pasal 9
(1) Apabila kekurangan persyaratan dan kel engkapan Pernohonan

ti dak di penuhi dal am jangka waktu sebagai mana di maksud dal am
Pasal 8, Direktorat Jenderal nenberitahukan secara tertulis



(2)

kepada Penohon atau Kuasanya bahwa pernohonannya dianggap
ditarik kenbali .

Dal am hal Pernohonan dianggap ditarik kenbali sebagai mana
di mmksud pada ayat (1), segala biaya yang di bayarkan kepada
Direktorat jenderal tidak dapat ditarik kenbali.

Pasal 10

Penari kan kenbal i Pernohonan harus di aj ukan secara tertulis kepada
Direktorat Jenderal ol eh Penpbhon atau Kuasanya sel ama Per nohonan
t ersebut bel um nendapat keputusan dan biaya yang tel ah di bayarkan
ti dak dapat ditarik kenbali

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

Pasal 11

Ter hadap Per mohonan yang telah menenuhi per syar at an
sebagai mana di naksud dalam Pasal 8 ayat (1), D rektorat
Jenderal nenberikan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit
Ter padu, nencatat dal am Daftar Unum Desain Tata Letak Sirkuit
Ter padu atau sarana | ain.

Masyar akat dapat neli hat Pernohonan sebagai nana di naksud pada
ayat (1), atau nenperol eh salinan dokumen Pernohonan dengan
mengaj ukan permintaan secara tertulis kepada Direktorat
Jenderal dengan nenbayar biaya.

Pasal 12

Dal am j angka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak
di penuhi nya persyaratan sebagai mana di naksud pada Pasal 11
ayat (1), Drektorat Jenderal harus mnengel uarkan Sertifikat
Desain Tata Letak Sirkuit Ter padu.

Bentuk dan isi sertifikat sebagai mana di naksud pada ayat (1)
di t et apkan ol eh Direktur Jenderal.

Sertifikat sebagai mana di naksud pada ayat (1) berlaku sejak
pertama kali Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut
di ekspl oitasi secara konersial atau sejak tanggal Peneriman
Per nohonan.

BAB |11
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 13

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan
Sertifikat sebelum Peraturan Penerintah ini berlaku, tetap
berl aku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Permerintah ini.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang belum diberikan
Sertifikat pada saat berlakunya Peraturan Penerintah ini,
waj i b di sesuai kan dengan ket entuan dal am Per at uran Peneri nt ah
ini.

BAB |V



